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                     
90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 
dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl, 16: 90) 
 
Dari Abu Dzarr ra. Berkata : “Saya bertanya: “Wahai Rasulullah kenapa tuan 
tidak memberi jabatan kepada saya?” Maka beliau menepuk bahu saya kemudian 
bersabda: “Wahai Abu Dzarr sesungguhnya kamu adalah lemah, dan 
sesungguhnya jabatan adalah suatu amanah (kepercayaan). Jabatan itu nanti pada 
hari kiamat merupakan suatu kehinaan dan penyesalan kecuali bagi pejabat yang 
dapat memanfaatkan haknya dan menunaikan kewajibannya dengan sebaik-
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Assalamualaikum Wr. Wb 
Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulilah kehadirat Allah SWT 
yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengambil judul 
“PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA, TERDAKWA, DAN KORBAN 
TINDAK PIDANA TERORISME BESERTA IMPLEMENTASI (Studi 
Kasus di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Lembaga Perlindungan 
Saksi Dan Korban)”. 
Dalam penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, 
bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak, maka dari itu pada kesempatan 
kali ini perkenankanlah penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada : 
1. ALLAH SWT, atas karunia, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini. 
2. BAPAK dan IBU tercinta beserta keluarga, atas semua doa, ketulusan, 
kasih sayang, nasehat dan segala dukungan yang diberikan kepada penulis. 
3. Bapak MUCHAMAD IKSAN, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Bapak ISWANTO, S.H, selaku Pembimbing Akademik yang telah 
memberikan arahan dalam menentukan mata kuliah di Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.
 vii 
5. Bapak Dr. NATANGSA SURBAKTI, S.H., M.Hum, selaku 
Pembimbing Pertama, terima kasih atas bimbingan dalam memberikan 
pengarahan dan masukan, sehingga penyusunan skripsi ini dapat 
terselesaikan. 
6. Ibunda KUSWARDANI, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Kedua, 
terima kasih atas semua pembelajaran, pengalaman dan pengarahan yang 
selalu diberikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
7. Bapak HARTANTO, S.H., M.Hum, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana 
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berkenan 
memberikan sumbangsih dalam pengajuan awal skripsi. 
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan TU (tata usaha) Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bimbingan 
pengetahuan kuliah dan membantu penulis, sehingga dapat menempuh dan 
menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
9. Bapak Abdul Haris Semendawai, S.H., LLM, selaku Pimpinan Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah memberikan ijin kepada 
penulis untuk melakukan wawancara dan penelitian di Kantor Pusat LPSK 
Jakarta. 
10. Bapak DR. Saharuddin Daming, S.H., M.H, selaku Pimpinan bagian 
Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia, yang berkenan memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan 
wawancara dan penelitian di Kantor Pusat Komnas HAM Jakarta.  
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11. Dwi Susanty (ayangQ), terima kasih atas cinta dan candamu yang selalu 
diberikan penulis ketika penat dan gundah gulana. Semoga kelak akan 
indah pada waktunya. Amin 
12. Keluarga Besar RECHTA Mahasiswa Hukum Pecinta Alam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, terima kasih atas persaudaraan, 
pengalaman, petualangan dan ilmu pengetahuan yang tak ternilai dan 
terhitung, yang insya allah akan berguna kelak untuk kehidupanku. Tetap 
berkarya, berinovasi dan teruslah bersemangat dalam menciptakan 
kegiatan-kegiatan yang berkualitas, serta yang terpenting jalin terus 
kekompakan dan kebersamaan kita. “Berani, Bernyali, Berbakti dan 
Bertanggung Jawab”…RECHTA JAYA..!!!...RECHTA JAYA..!!! 
13. Saudara-saudaraku satu perjuangan satu angkatan RECHTA Mahasiswa 
Hukum Pecinta Alam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hendy 
Prastyo (Dompo), Tri Wahyudi (Plongo), Titin Dwi Jayati (Cenil), Siti Nur 
Hidayah (Clurut), Burhanudin Sholeh (Cebok) dan Annas Fatih DH 
(Gombloh). Tak akan terlupakan kebersamaan dan perjuangan kita di 
“Alas” waktu itu. Terima kasih sobat.  
14. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 
semuanya tanpa terkecuali, terutama angkatan 2007. Terima kasih atas 
jalinan persahabatan dan bantuannya selama kuliah di fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta tercinta ini. 
15. Dan seluruh saudara-saudaraku yang tidak bisa saya sebutkan satu per 
satu, terima kasih atas semua bantuan dan pertolongan yang kalian 
berikan.  
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Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan rahmat, hidayah dan 
inayah-Nya kepada mereka semua yang telah ikhlas memberikan bantuan kepada 
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Tiada gading yang tak retak, mengingat keterbatasan pengetahuan dan 
pengalaman penulis, maka tentunya penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, oleh 
karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. 
Semoga Skripsi ini, dapat memberikan sumbangsih bagi civitas akademika dan 
bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan terhadap skripsi ini.  
 Wassalamualaikum Wr. Wb 
 
 Surakarta, 22 September 2011 
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Terorisme sebagai kejahatan yang telah berkembang menjadi lintas negara. 
Kejahatan yang terjadi di dalam suatu negara tidak lagi hanya dipandang sebagai 
yurisdiksi satu negara tetapi bisa diklaim termasuk yurisdiksi tindak pidana lebih 
dari satu negara. Terorisme merupakan tindak pidana yang sangat menakutkan 
bagi warga masyarakat dunia maupun masyarakat Indonesia. Negara Republik 
Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 wajib 
melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh 
karena itu Negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dari 
setiap ancaman terorisme baik yang bersifat nasional maupun internasional. 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 merupakan kebijakan Legislatif 
dalam upaya menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia dan juga 
melawan terorisme internasional yang kemungkinan terjadi di Indonesia.  
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Terorisme mengatur tentang hak tersangka untuk memberikan keterangan 
secara bebas dan mendapat bantuan hukum sesuai pilihannya serta hak tersangka 
untuk berhubungan ataupun berbicara dengan penasehat hukumnya setiap saat. 
Meskipun KUHAP diperlakukan untuk melindungi dan menjamin hak-hak 
tersangka, akan tetapi seringkali ketentuan ini masih dilanggar ketentuan yang 
tidak jelas. Implementasi UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Terorisme dalam penanggulangan/penanganan tindak pidana 
terorisme masih tergolong kurang baik. Setelah disahkannya UU ini, masih 
banyak terjadi aksi teror yang terjadi di tengah masyarakat kita. Pemerintah 
dianggap berhasil dalam menangani sebagian kasus terorisme, tetapi tergolong 
lamban dalam mengantisipasi pergerakan aksi para teroris lainnya. Dalam tahap 
pemeriksaanpun yang diatur dalam UU ini, terjadi banyak kesalahan yang 
dilakukan oleh aparat penegak hukum. 
Metode Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan 
normatif empiris penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan kaidah-kaidah 
hukum positif dan kenyataan yang terjadi dilapangan sehingga dapat diketahui 
legalitas hukum dalam prakteknya. Dengan menggunakan sumber data primer dan 
sekunder. 
Hukum acara pidana merupakan ketentuan mengenai proses peradilan 
pidana. Oleh karena itu, kewajiban untuk memberikan jaminan atas perlindungan 
hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana selama menjalani proses peradilan 
pidana sampai menjalani hukumannya, diatur juga dalam hukum acara pidana. 
Kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh Pemerintah dalam rangka melindungi 
HAM. Perlindungan dan perlakuan yang sama di depan hukum merupakan bentuk 
hak asasi yang paling sulit dijalankan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. 
Seorang tersangka, terdakwa atau terpidana, merupakan pihak yang rentan atas 
pelanggaran HAM.  
 
Kata Kunci : Terorisme, Undang-undang Nomer 15 tahun 2003, 
Perlindungan Hak Asasi Tersangka dan Terdakwa. 
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